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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

   Tanah merupakan sumber kehidupan dan jaminan hidup bagi 

bangsa. Terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara tanah dan 

masyarakat, hubungan masyarakat tersebut bersifat erat dengan hukum 

tanahnya.1 Tanah sebagai sumber daya agraria paling banyak dimanfaatkan 

oleh manusia.2 Pasal 1 angka (1), angka (2), dan angka (3) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

menyatakan dengan jelas mengenai tanah dan hubungan tanah dengan 

masyarakat, yang berbunyi: 

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh 
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa 
yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat 
abadi.  

   Eratnya hubungan antara manusia dengan tanah menyebabkan 

masyarakat dalam menjalani kehidupannya selalu berusaha untuk memiliki dan 

menguasai tanah. Mengingat besarnya kebutuhan manusia akan tanah 

                                                                 
1 B.F Sihombing, Sejarah Hukum Tanah Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 1.  
2 Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 

5.  
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sementara tanah yang tersedia terbatas, sedangkan pembangunan terus berjalan 

dari waktu ke waktu, menimbulkan persoalan tersendiri mengenai hak atas 

tanah. Berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk menguasai tanah dan 

memiliki tanah, salah satunya dengan mengupayakan semaksimal mungkin hak 

atas tanah, termasuk hak ruang bawah tanah. Hak ruang bawah tanah dapat 

dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan segi kepemilikan hak 

atas tanah dan kepastian hukum, mengingat tanah sebagai permukaan bumi, 

pemanfaatannya meliputi ruang yang ada dibawahnya.3 Kepastian hukum yang 

dimaksud merupakan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum 

yang menjadi pemegang hak atas tanah. Kepastian mengenai pemegang hak 

atas tanah disebut juga dengan kepastian mengenai subyek hak atas tanah.4  

   Penguasaan negara Indonesia terhadap tanah terdapat dalam Pasal 

33 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan seluasnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dapat 

tercapai apabila pemerintah turut serta berperan dalam mengatur segala 

kekayaan alam yang terdapat di Indonesia, termasuk mengatur mengenai tanah. 

Terselenggaranya kewajiban pemerintah dalam mencapai kemakmuran rakyat  

akan pengaturan dan penguasaan akan tanah tertuang dengan dibentuknya 

                                                                 
3 Imelda,”Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Kepentingan Bisnis Berdasarkan Hukum 

Pertanahan.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2015.  
4 Effendi Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (Bandung: 

Alumni, 1993), hal 21.  
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Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria yang selanjutnya disebut UUPA.  

   Sejak berlakunya UUPA, terdapat perubahan fundamental dalam 

Hukum Agraria di Indonesia, terutama mengenai pertanahan. Kepentingan 

rakyat akan tanah terpenuhi apabila terdapat kepastian hukum bagi pemegang 

hak atas tanah tersebut. Terjaminnya kepastian hukum untuk menguasai dan 

memanfaatkan tanah yang dimiliki masyarakat tentunya terdapat hubungan 

hukum antara tanah dan masyarakat yang mengaturnya.  

   Demikian pentingnya tanah bagi keberlangsungan kehidupan 

manusia sehingga seiring berjalannya waktu, perkembangan pembangunan 

khususnya di wilayah perkotaan mengalami peningkatan dalam sarana 

pemanfaatan tanah. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan tanah tidak hanya 

terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, melainkan pemanfaatannya meluas 

hingga ruang bawah tanah dan ruang atas tanah. Pemanfaatan ruang bawah 

tanah yang secara umum dapat kita jumpai adalah pusat perbelanjaan maupun 

gedung perkantoran, yang dalam ruang bawah tanahnya disediakan lahan untuk 

penggunaan tempat parkir kendaraan, adanya pembangunan jalur Mass Rapid 

Transit (MRT) yang menggunakan akses terowongan bawah tanah, dan 

pembangunan mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan melalui 

jalur bawah tanah. Beberapa Negara telah mempergunakan ruang bawah tanah 

yang secara fisik maupun fungsionalnya tidak berhubungan dengan 

penggunaan tanah yang berada di atasnya. Seperti adanya jalan kereta api 

bawah tanah di kota-kota besar, dan beberapa pusat pembelajaan umum yang 
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berada di bawah tanah namun tidak berhubungan dengan ruang yang berada di 

atasnya. Hubungan tersebut hanya terbatas pada tempat keluar masuk ruang 

bawah tanah yang tersedia.  

   Hak ruang bawah tanah umumnya dimanfaatkan apabila 

penggunaan ruang atas tanah yaitu berupa bangunan tidak mencukup i, 

sehingga pemanfaatan ruang bawah tanah digunakan sebagai alternat if 

penunjang bangunan di atas atau di bawah permukaan tanah. Dasar hukum 

pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah tanah tercantum dalam ketentuan 

pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) yang berbunyi: 

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang 
lain serta badan-badan hukum. 

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian 
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini 
dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 

ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. 

   Tanah yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah yang disediakan 

hak tersebut berdasarkan UUPA, adalah tanah yang digunakan dan 

dimanfaatkan. Pemberian hak atas tanah tersebut tidak berlaku apabila 

penggunaannya terbatas yaitu hanya tanah dalam batas permukaan bumi saja. 
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Sehingga, dalam Pasal 4 angka (2) UUPA yang telah dijabarkan sebelumnya 

memiliki artian bahwa hak-hak atas tanah tidak hanya memberikan wewenang 

untuk mempergunakan tanah secara terbatas, melainkan dapat mempergunakan 

tubuh bumi yang berada di bawahnya dan air serta ruang yang berada di 

atasnya, namun penggunaan ruang atas dan ruang bawah bumi tersebut perlu 

diatur mengenai batasan yang telah diatur menurut UUPA dan peraturan 

hukum lainnya yang lebih tinggi. Batasan kewenangan dalam mempergunakan 

tanah terdapat dalam Pasal 8 UUPA yang menjelaskan bahwa atas dasar hak 

menguasai dari negara yang dimaksud dalam pasal 2 UUPA, terdapat aturan 

dalam pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang 

angkasa.  

   Hukum pertanahan mengenal dua macam asas dalam hukum 

tanahnya yaitu asas pemisahan horizontal dan asas pemisahan vertikal atau 

disebut dengan asas perlekatan (acessie). Hukum pertanahan di Indonesia 

menggunakan asas hukum adat atau yang disebut asas pemisahan horizonta l. 

Asas pemisahan horizontal disebut dengan istilah horiizontantale scheiding. 

Asas pemisahan horizontal mempunyai pengertian bahwa bangunan dan/atau 

tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Oleh karena itu, pemegang hak 

atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan/atau 

tanaman yang berdiri di atasnya, sehingga pemilik tanah tidak semerta-merta 

merupakan pemilik bangunan dan/atau tanaman di atasnya. Perbuatan hukum 

dalam asas pemisahan horizontal dapat dilihat dalam perjanjian jual beli tanah, 

dimana harus dibedakan antara jual beli hak atas tanah dengan jual beli 
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bangunan. Seperti yang diketahui bahwa UUPA menganut dan berpedopan 

kepada asas pemisahan horizontal.5  

   Asas pemisahan horizontal berbanding terbalik dengan asas 

pemisahan vertikal, dimana asas pemisahan horizontal hanya berlaku terhadap 

tanah-tanah yang dikuasai atau yang tunduk pada hukum adat. Sedangkan, asas 

pemisahan vertikal atau disebut asas perlekatan (acessie) merupakan asas yang 

melekatkan semua benda yang berada di atas maupun di dalam tanah sebagai 

benda pokok yang saling berkaitan.6 Sehingga, pemegang hak atas tanah 

(pemilik tanah) dapat juga mempunyai hak kepemilikan atas bangunan 

dan/atau tanaman yang melekat pada tanah tersebut.  

   Pasal 33 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya 

disebut UUD 1945) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan pasal tersebut mengartikan bahwa 

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan dasar 

daripada kemakmuran rakyat. Dalam memenuhi kemakmuran rakyat, Negara 

selaku penerima kekuasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya itu, perlu berperan untuk mengatur segala kekayaan alam yang ada 

di Indonesia termasuk tanah melalui pemerintah.  

                                                                 
5 Sri Hajati, e t al., Buku Ajar Politik  Hukum Pertanahan, (Surabaya: Airlangga University Press, 

2018), hal 50.  
6 Eddy M. Leks, Panduan Praktis Hukum Properti, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 

hal 18.  
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   Pemerintah berwenang untuk mengatur bidang pertanahan, 

khususnya yang mengatur mengenai lalu lintas hukum dan pendaftaran tanah, 

hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 angka (2) UUPA, yang menyatakan bahwa 

pemerintah berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, 

pemerintah juga turut berwenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang dengan bumi,air, dan ruang angkasa, begitu juga 

dapat menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi,air, dan ruang angkasa. 

Ketentuan tersebut memberi kejalasan bahwa kewenangan yang bersifat 

yuridis diberi kepada pemerintah.  

   Meningkatnya kebutuhan akan tanah menyebabkan timbulnya 

permasalahan atau konflik mengenai pertanahan bagi masyarakat. Sehingga, 

pemerintah memberikan kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk 

mendaftarkan tanahnya demi memperoleh kepastian hukum, dengan 

pemberian sertifikat hak atas tanah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan “rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah secara berskala, berkesinambungan dan 

teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian 

serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang terdapat 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
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membebaninya”. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pendaftaran tanah merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk 

melakukan pendataan atas hak suatu tanah sehingga semua tanah yang berada 

di wilayah Indonesia dapat terjamin kepastian hukum atas tanahnya dan tanah 

tersebut tidak menjadi tanah terlantar.7 Perlunya dilakukan pendaftaran tanah 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 

atas tanah, yang berkaitan dengan obyek, subyek, dan hukumnya.8  

  Tingginya kebutuhan masyarakat akan tanah seperti yang telah 

dibahas sebelumnya menyebabkan meningkatnya usaha masyarakat untuk 

menguasai dan memiliki tanah. Masyarakat akan berupaya semaksimal 

mungkin untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan menguasai dan 

memiliki tanah. Meskipun kebutuhan manusia terhadap tanah tidak terbatas, 

namun di satu sisi ketersediaan tanah bersifat terbatas dan tidak mungk in 

bertambah, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin 

bertambah waktu ke waktu, hal ini menimbulkan persoalan mengenai hak atas 

tanah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia terhadap pemanfaatan tanah 

yang bersifat terbatas ini, tidak jarang masyarakat memanfaatkan penggunaan 

ruang bawah tanah untuk mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat 

tersebut. Pemanfaatan ruang bawah tanah tentunya harus diimbangi dengan 

                                                                 
7 Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visimedia, 2010), hal 22.  
8 Christiana Tri Budhayati, ”Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah 

Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA”, Refleksi Hukum Jurnal Hukum, Vol 2, Nomor 2 

April 2018, hal 130.  
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pengaturan-pengaturan hukum yang berhubungan dengan tanah agar kepastian 

hukum mengenai jaminan hak atas tanah terpenuhi. Pemanfaatan ruang bawah 

tanah bukanlah fenomena baru yang terjadi di Indonesia, melainkan negara 

Singapura dan Malaysia serta negara lainnya pun turut memanfaatkan ruang 

bawah tanah akibat terbatasnya ketersediaan tanah di permukaan bumi.  

  Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah dan setiap munculnya 

permasalahan atas tanah termasuk penyelesaian atas masalah pertanahan 

tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Apabila jaminan kepastian hukum 

bagi pemegang hak atas tanah terpenuhi, maka salah satu tujuan pokok dari 

UUPA sudah terpenuhi pula. Dalam hal ini, maka tentunya campur tangan 

pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah 

dalam mengadakan pendaftaran tanah sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

Pasal 19 UUPA. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 angka (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:9 

(1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 
dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, 

(2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar;  

(3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

                                                                 
9 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Ps. 19 angka (1).  
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  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum mengenai pemanfaatan ruang 

bawah tanah pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung serta 

mengetahui bagaimana pendaftaran ruang bawah tanah terhadap pembangunan 

jalur kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Pembangunan jalur kereta cepat 

Jakarta-Bandung merupakan proyek infrastruktur kereta api berkecepatan 

tinggi pertama di Indonesia. Proyek ini menghubungkan ibu kota Jakarta 

dengan kota Bandung dengan jarak sejauh 150 kilometer. Perbandingan 

perhitungan waktu dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung 

terlihat jelas, dimana dahulu jarak tempuh Jakarta-Bandung dapat memakan 

waktu 4-5 jam, sedangkan apabila pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-

Bandung telah beroperasi, maka jarak tempuh hanya memakan waktu 36 menit.  

   Selanjutnya untuk mengetahui pemanfaatan ruang bawah tanah 

dalam pembangunan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan hukum 

pertanahan di Indonesia, serta pendaftaran ruang bawah tanah terhadap 

pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut maka penulis 

memilih judul skripsi “HAK RUANG BAWAH TANAH UNTUK 

PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG 

DITINJAU DARI HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana hak ruang bawah tanah untuk pembangunan kereta cepat 

Jakarta-Bandung ditinjau dari Hukum Pertanahan Indonesia? 

2. Bagaimana pendaftaran ruang bawah tanah dalam pembangunan 

kereta cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendalaman dan 

penganalisisan dalam mengetahui pengaturan-pengaturan yang 

terdapat dalam hukum pertanahan yang mengatur mengenai hak ruang 

bawah tanah untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, serta 

terselenggaranya kepentingan umum masyarakat. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui pendaftaran ruang bawah tanah dalam 

pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak ruang bawah tanah untuk 

kepentingan masyarakat umum dalam hukum pertanahan Indonesia. 

Serta menguraikan keberadaan hukum pertanahan terkait pendaftaran 

ruang bawah tanah dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung 
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ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian laporan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

dan praktis, yaitu: 

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan dan sebagai sumber informasi untuk masyarakat 

luas, khususnya menjadi bahan masukan dengan yang berhubungan 

dengan hak ruang bawah tanah dan ruang atas tanah untuk 

pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung serta berhubungan dengan 

pendaftaran ruang bawah tanah dalam pembangunan kereta cepat 

Jakarta-Bandung ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi Pemerintah serta terselenggaranya tertib administra s i 

pertanahan yang bertanggung jawab dan berwenang terhadap kajian 

mengenai Peraturan Perundang-Undangan terhadap hak ruang bawah 

tanah untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditinjau 

dari Hukum Pertanahan Indonesia dan kepastian hukum dalam 

pendaftaran ruang bawah tanah dalam pembangunan kereta cepat 

Jakarta-Bandung ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
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  Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribus i 

pemikiran dan menambah pengetahuan dalam bidang hukum 

pertanahan khususnya yang mengatur mengenai hak ruang bawah tanah 

dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan mengatur 

mengenai pendaftaran ruang bawah tanah dalam pembangunan kereta 

cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan adalah bagian dari perencanaan susunan 

materi yang akan ditulis dalam penelitian. Sistematika penulisan digunakan 

untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan 

dikaji, dan dipergunakan untuk mempermudah pembahasan. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan makalah ini, maka 

dirumuskan sistematika sebagai berikut, yang terbagi atas 5 (lima) bab: 

  BAB I PENDAHULUAN  

  Bab I penulisan makalah ini berisi tentang latar belakang penulisan, 

  rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam  

  tulisan ini, tujuan dan manfaat dalam penelitian, dan sistematika  

  penulisan. 

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab II berisi tentang kerangka teori mengenai Hukum Tanah 

Indonesia, serta peraturan-peraturan terkait mengenai pertanahan. 

Serta pengaturan mengenai penerapan hak ruang bawah tanah dalam 
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pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkaitan dengan 

hak atas tanah yang berada di atasnya dalam hukum tanah nasional 

serta pendaftaran ruang bawah tanah dalam pembangunan kereta 

cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab III penulisan makalah ini menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, sumber-

sumber data, dan bahan hukum yang dipergunakan dalam konsep 

hak ruang bawah tanah dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-

Bandung ditinjau dari hukum pertanahan Indonesia.   

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

 Bab IV merupakan uraian analisa dan pembahasan atas rumusan 

masalah yang terdapat pada Bab I. Bab ini berisi tentang 

pembahasan mengenai hak ruang bawah tanah untuk pembangunan 

kereta cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari hukum tanah Indonesia 

serta pendaftaran ruang bawah tanah dalam pembangunan kereta 

cepat Jakarta-Bandung ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang keseimpulan (jawaban singkat atas 

permasalahan  penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan) 

dan saran (solusi yang diusulkan atas kendala yang belum 
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terselesaikan atau ditemukan  jawabannya) terkait rumusan masalah 

yang telah diteliti, dianalisa, dan dibahas dalam penulisan penelit ian 

ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


